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MOTTO

In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.”

(Benjamin Frenklin)

“) https://jagokata.com/kata-bijak/kata-pajak.html
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RINGKASAN

Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember; Alif Maulida Safitri; 160903101048; 2019: 102 halaman;
Program Studi Diploma Il Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas lImu
Sosial dan Politik Universitas Jember.

Otonomi Daerah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001,
Pemerintah Daerah mempunyai kekuasaan secara nyata untuk menyelenggarakan
pembangunan daerahnya sendiri. Sama halnya dengan Kabupaten Jember,
Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan otonomi daerah khusunya bidang
keuangan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki kewenangan penuh untuk
merencanakan pembangunan secara luas demi terpenuhinya kebutuhan
masyarakat daerahnya, dengan memperhatikan potensi yang ada.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah
satu sumber penerimaan dari sektor pajak yang memiliki potensi cukup baik di
daerah Jember. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya bisnis properti
perumahan di Kabupaten Jember. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
mengoptimalkan perolehan BPHTB, dengan melakukan dua tahapan yaitu
verifikasi dan validasi BPHTB. Verifikasi dan validasi dilakukan guna
mencocokan data yang diinput wajib pajak dalam aplikasi e-BPHTB dengan data
pendukung yang dipersyaratkan. Hal tersebut dimaksudkan agar meminimalisir
adanya kesalahan atau kekurangan input data BPHTB, maupun kecurangan yang
ingin dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajaknya.

Sesuai dengan tujuan diberlakukannya Praktek Kerja Nyata ini adalah agar
masyarakat mengetahui prosedur verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember. Sehingga munculah rumusan masalah dari Laporan Praktek Kerja Nyata
ini yaitu bagaimana prosedur verifikasi dan validasi bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan.

vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Verifikasi dan validasi dilakukan setelah wajib pajak membayar BPHTB
pada bendahara penerimaan Badan Pendapatan/bank/atau tempat lain yang
ditunjuk. Data wajib pajak akan secara otomatis terkirim ke database Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melalui aplikasi e-BPHTB. Jika ditemukan
adanya kekurangan data oleh wajib pajak, bidang verifikasi tidak dapat
menindakalanjuti tahap verifikasi, wajib pajak harus melengkapi kekurangan data
tersebut. Selanjutnya jika semua kelengkapan terpenuhi dan tidak ditemukan
kesalahan maka dilanjutkan tahap validasi oleh tim validasi, dengan meninjau
kembali jika ada kesalahan yang mungkin tidak terlihat oleh tim verifikasi.
Setelah dinyatakan valid, tim validasi mencetak SSPD BPHTB dan
membubuhkan tanda tangan pejabat terkait serta stempel Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember. Kemudian SSPD BPHTB dapat diambil oleh wajib
pajak (lembar 1,2 dan 3), lembar 4 disimpan sebagai arsip Badan Pendapatan
Daerah. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 784/UN25.1.2/SP/2019,
Diploma 11l Perpajakan Jurusan llmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial

dan lImu Politik, Universitas Jember).
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus dan berkesinambungan demi terciptanya masyarakat yang makmur dan
sejahtera. Agar terciptanya pembangunan nasional diperlukan adanya
pembiayaan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan tersebut dapat
digali dari kekayaan dalam negeri, salah satunya berasal dari pajak (Hartanti,
2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, dapat dipahami bahwa Pajak adalah
konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara.
Meskipun masih ada penyumbang lain selain pajak, tetapi sampai saat ini sektor
pajak menyumbang prosentase terbesar daripada sektor-sektor pendapatan
lainnya.

Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Baik itu
yang dikelola oleh negara maupun oleh daerah. Daerah dituntut untuk mandiri
dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001.
Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan
yang nyata ada dan bertanggung jawab demi peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan daerahnya. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk
mengelola keuangan guna membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan kebutuhan masyarakat daerahnya sendiri. Kebijakan otonomi daerah ini
diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupeten
Jember.

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Jember. Pembagian tugas dan wewenang dilakukan guna

memaksimalkan kinerja Pemerintah Daerah. Pada bidang keuangan, pengelolaan
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dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Badan Pendapatan
Daerah Jember mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan
menghimpun pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Pendapatan Asli Daerah
yang dihimpun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini salah
satunya berasal dari Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan
Daerah Kebupaten Jember menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berikut ditunjukkan jenis pajak daerah
beserta target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor

pajak di Kabupaten Jember tahun 2018.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember tahun anggaran

2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

No Jenis Pajak Target 2018 Realisasi 2018 Selisih %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Pajak Hotel 5.000.000.000 4.851.803.607 (148.196.393) 97,04
2 Pajak Restoran 12.500.000.000  15.472.453.131 2.972.453.131 123,78
3 Pajak Hiburan 2.000.000.000 2.475.721.689 475.721.689 123,79
4  Pajak Reklame 4.265.000.000 3.002.136.729 (1.202.863.271) 70,39
5 PPJ 71.700.000.000 72.665.517.643 965.517.643 101,36
6 Pajak Parkir 1.300.000.000 1.380.700.480 80.700.480 106,21
7 Pajak Air Tanah 400.000.000 435.634.652 65.634.652 108,91
8 Pajak  Mineral 554.247.938 860.755.334 306.507.396 155,30
Bukan Logam
dan Batuan
9 PBB-P2 50.503.000.000  37.520.380.524  (12.982.619.476) 74,29
10 BPHTB 37.000.000.000  44.017.372.109 7.017.372.109 118,97
Hasil Pajak 185.222.247.938 182.682.475.898 (2.539.772.039) 98,63
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Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Jember

Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak
yang memiliki potensi cukup besar di Kabupaten Jember khususnya atas
Transaksi Jual Beli. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya bisnis
properti perumahan di Kabupaten Jember. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) menyumbang perolehan yang cukup tinggi dari total
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak Kabupaten Jember. Dari tabel di atas
dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember dan memperoleh penerimaan terbesar kedua setelah Pajak
Penerangan Jalan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Jember sangat
potensial untuk mempengaruhi pendapatan asli daerah dikarenakan realisasi
penerimaan BPHTB dari tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan
mencapai jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat dari tahun 2016 hingga 2018.
Prosentasi penerimaan pada tahun 2016 mencapai target sebesar 138,42% atau
(Rp27.683.318.728), tahun 2017 mencapai target 125,73%  atau
(Rp35.832.359.363), tahun 2018 mencapai target 118,97%  atau
(Rp44.017.372.109). Dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB

Tahun Target Realisasi %
Rp Rp
2016 20.000.000.000 27.683.318.728 138,42
2017 28.500.000.000 35.832.359.363 125,73
2018 37.000.000.000 44.017.372.109 118,97

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Target tersebut tercapai karena tidak terlepas dari tugas dan wewenang dari
Badan Pendapatan Daerah  Jember salah satunya dengan cara melakukan
Verifikasi dan Validasi atas kebenaran dan kelengkapan data BPHTB. Verifikasi
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dan Validasi data BPHTB itu dimaksudkan agar meminimalisir terjadinya
kesalahan atau kekurangan input data, atau bahkan kecurangan yang dilakukan
oleh wajib pajak, mengingat sistem pemungutuan pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) menggunakan self assessment system. Dimana
Self Assesment System ini berarti bahwa wajib pajak harus mengitung, menyetor,
dan melaporkan sendiri pajak BPHTB berdasarkan ketetapan peraturan
perundang-undangan. Verifikasi dan validasi tersebut perlu dilakukan guna
menyelaraskan data yang diinput oleh Wajib Pajak dengan data pendukung yang
menjadi persyaratan verifikasi.

Sehingga berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul
“Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul
Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
maka rumusan masalah yang timbul pada laporan praktek kerja nyata ini adalah
sebagai berikut :

Bagaimana Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah Jember?

1.3 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Adapun tujuan dari Praktek kerja nyata adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah

Jember.
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1.4 Manfaat Praktek Kerja Nyata
Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut.
a. Bagi Mahasiswa

1. Melaksanakan praktek kerja yang sesungguhnya, khusunya dibidang
perpajakan.

2. Menambah wawasan penulis khususnya mengenai prosedur verifikasi
dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas transaksi
jual beli oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

b. Bagi Universitas

1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak universitas dengan Kantor
Badan Pendapatan Daerah Jember.

2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang akan melakukan Praktek
Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

c. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember
1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara Kantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember dengan Universitas Jember untuk bekerjasama

lebih lanjut yang bersifat akademis maupun organisasi.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu
tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi
langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur didefinisikan
olen Puspita dan Anggadini (2011:23) sebagai serangkaian langkah/kegiatan
klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci
dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan
menurut Mulyadi (2013:5) prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal,
biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang
terjadi berulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Prosedur merupakan
tahapan kegiatan yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu

masalah.

2.2  Dasar-dasar Perpajakan
2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah
konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (dalam Darwin, 2010) pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Adriani (dalam
Pandiangan, 2016) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat diapaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
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gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.2.2 Karakteristik Pajak

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa

karakteristik pajak (Halim, 2017:2), adalah sebagai berikut:

a.
b.

C.

Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).

Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat
ditunjukkan.

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum

demi kemakmuran rakyat.

2.2.3 Azas-azas Perpajakan

Azas pemungutan pajak dari Adam Smith dinamainya “The Four

Maxims™ yang diuraikan sebagai berikut (dalam Darwin, 2010:23):

a.

Azas Equality

Pembagian tekanan pajak diantaranya subjek pajak masing-masing
hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya dalam arti
harus seimbang dengan penghasilan yang dinikmati oleh masing-masing
subjek pajak, di bawah perlindungan pemerintah (disebut juga azas
pembagian/azas kepentingan). Dalam azas “equality” ini suatu negara tidak
boleh mengadakan suatu deskriminasi di antara sesama wajib pajak.
Azas Certainty

Pajak yang dibayar oleh seorang (wajib pajak) harus pasti (terang/certain)
dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary) antara wajib pajak dengan
petugas pajak. Dalam azas ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah
mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu

pembayaran.
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c. Azas Convenient
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib
pajak yaitu pada saat para wajib pajak mempunyai uang untuk membayar
pajak.
d. Azas Efesiensi
Azas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan
sehemat-hematnya, dengan kata lain jangan sampai biaya pemungutan
melebihi jumlah pajak yang dihasilkan.

2.2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
Beberapa teori Brotodiharjo (dalam Halim 2017:4) yang memberikan
pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat.
a. Teori Asuransi
Negara bertugas melundungi orang dan/atau warganya dengan segala
kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.
Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan
pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara.
b. Teori Kepentingan
Teori menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus
didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas
negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan
atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak
dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara,
maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar
pajak yang harus dibayar.
c. Teori Daya Pikul
Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan
dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh
negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.
Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus
dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Hal yang menjadi pokok pangkal

teori ini adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya
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untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul sesorang
dan memperhatikan besar kecilnya tanggungan keluarga.
d. Teori Bakti
Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan
bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan
kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak
dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara.
Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat
dengan negara.
e. Teori Asas Daya Beli
Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak, yaitu mengambil daya beli
dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian
menyalurkan kembali ke masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu,
yaitu kesejahteraan. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah
yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan
individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan-

kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,
maka pemungutan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:4):
a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan undang-undang
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam
pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan

banding kepada Pengadilan Pajak.
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Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.

Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.

Pemungutan Pajak Harus Efesien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari
hasil pemungutannya.

Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Stelsel Pajak

Pemugutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo,
2018:8) :
1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata
mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel
ini adalah pajak yang dikenakan realistis. Sedangkan kelemahannya
adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah
penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat
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ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,
tanpa harus menuggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak
yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi stelsel nyata dengan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan
yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar
daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah.
Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak
1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam
maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku unutk Wajib Pajak dalam
negeri.

2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan pajak suatu negara.
c. Sistem Pemungutan Pajak
1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Waijib Pajak. Ciri-cirinya, sebagai berikut:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.
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c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
2. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
Ciri-cirinya:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak sendiri.
b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang

terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.7 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi, sebagaimana menurut Mardiasmo (dalam
Hartanti, 2015:35) yaitu sebagai berikut:
a. Fungsi anggaran (budgetair)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak
sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk
membiayai pengeluaran negara.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat
diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan

rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.
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Fungsi mengatur (regulerend)

Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk
mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial,
kultural, maupun dalam bidang politik.

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Contohnya untuk menggiring penanaman modal, baik
dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam
fasilitas keringanan pajak bagi pihak penanaman modal. Dalam rangka
melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang
tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang
di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.
Fungsi redistribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan

kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.8 Pengelompokan Pajak

a.

Adapun jenis-jenis pajak menurut Resmi (2016:7) adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Golongannya

Pembagian pajak berdasarkan golongan ini berkaitan dengan pelaksanaan
pemungutan pajak yang digunakan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Masalah
utama penggolongan disini adalah pembebanan atas pajak terutang. Pajak ini
terbagi atas :
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak

dan tidak dapat dibebankan oleh pihak lain.

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebanan

atau dilimpahkan kepada orang lain.
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b. Menurut Sifatnya
1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
c. Menurut Lembaga Pemungutnya
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
a) Pajak Daerah Provinsi;
b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.9 Tarif Pajak
Sudirman dan Amiruddin (dalam Hartanti, 2015:116) mengemukakan
pengertian Tarif Pajak sebagai ketentuan prosentase (%) atau jumlah (rupiah)
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek
pajak. Prasetyo (dalam Hartanti, 2015:116) mengemukakan bahwa dalam
pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan
karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan
mengatur.
Hartanti (2015:117) mengemukakan model-model jenis tarif pajak terdiri
atas sebagai berikut :
a. Tarif Tunggal
Tarif tunggal adalah pajak yang menggunakan satu macam tarif, terdiri
atas :
1. Tarif tetap adalah tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak bergantung
pada nilai objek yang dikenakan pajak.
2. Tarif proposional (sebanding) adalah tarif dengan menggunakan
presentase tetap. Dengan demikian, jumlah pajak akan berubah sesuai

dengan besarnya nilai objek yang dikenakan pajak.
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b. Tarif Tidak Tunggal
Tarif tidak tunggal adalah pajak yang menggunakan lebih dari satu tarif,
terdiri atas sebagai berikut:
1. Tarif Progresif adalah tarif yang menggunakan presentase semakin besar
untuk nilai objek yang jumlahnya semakin besar;
2. Tarif Degresif adalah tarif yang besar presentasinya semakin menurun

apabila besar nilai objek yang dikenakan pajak semakin besar jumlahnya.

2.3  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Darwin (2010:68) menyimpukan bahwa:

Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak
pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas
jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pada
hakikatnya tidak ada perbedaan yang azasi antara pajak negara
dengan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum. Perbedaan
yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan
pajak.

Menurut Davey (dalam Anggoro, 2017:45), mengemukakan bahwa pajak
daerah dapat diartikan sebagai:
a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan dari daerah
sendiri;
b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya

dilakukan oleh pemerintah daerah;
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Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;

Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil
pemungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani
pemungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

2.3.2 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah (Samudra,

2015:68), yaitu:

a.

Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang
diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif
yang dikuasainya.

Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran
daerah sebagai badan hukum.

Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah
(Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada
masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administrasi

kekuasaannya.

2.3.3 Kiiteria Pajak Daerah

Adapun beberapa kriteria Pajak Daerah yang baik dikemukakan oleh Bird

(dalam Anggoro, 2017:46), adalah sebagai berikut:

a.

b.

C.

Mudah mengurus administrasi di daerah.

Diharapkan agar pajak daerah dapat dikelola dan dipungut oleh pemerintah
daerah.
Dikenakan semata-mata (yang utama) pada masyarakat daerah setempat.
Tidak menyebabkan masalah untuk keharmonisan atau persaingan antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-
permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal yang
berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah

dengan pemerintah yang lebih tinggi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

2.3.4 Syarat Pajak Daerah

Menurut Kurniawan (dalam Anggoro 2017:47), suatu pajak daerah harus

memenuhi syarat syarat yang memenuhi kriteria pajak daerah yaitu:

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.

Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang PDRD.

b. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan
mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum.

Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih
luas antarpemerintan dan masyarakat dengan memperhatikan aspek
ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan.

d. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek
pajak pusat.

Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan
terhadap objek pajak yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga
dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.

e. Potensi memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya
pemungutan.

Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai
salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan
sejalan dengan petumbuhan ekonomi daerah.

f.  Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak
merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-
impor.

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
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Objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan
dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan
olen Wajib Pajak dan tarif pajak ditetapkan memperhatikan keadaan Wajib
Pajak.

h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah

daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak

lingkungan.

2.3.5 Jenis-jenis Pajak Daerah
Jenis Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok.
b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota teridiri atas:
Pajak Hotel,
Pajak Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;
Pajak Burung Sarang Burung Walet;
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10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota
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Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak

untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.3.6 Tarif Pajak Daerah
Tarif pajak untuk tiap jenis pajak daerah berdasarkan Undang-undang No.
28 Tahun 2009 dalam Anggoro (2017:67). Tarif pajak yang diatur adalah tarif

paling tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1 Tarif Pajak Daerah Provinsi

No. Pajak Provinsi Tarif

1. | Pajak Kendaraan Bermotor 10%

a. KB Pribadi (Pertama) 1%-2%

b. KB Pribadi (Kedua, dst) 2%-10%

c. KB Umum 0,5%-1%

d. Pem/TNI/POLRI 0,5%-1%

e. Alat Berat/Alat Besar 0,1%-0,2%
2. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor 20%

a. Penyerahan Pertama 20%

b. Penyerahan Kedua, dst 1%

c. Alat Berat (Penyerahan pertama) 0,75%

d. Alat Berat (Penyerahan kedua, dst) 0,75%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
4. | Pajak Air Permukaan 10%
5. | Pajak Rokok 10%

Sumber: Anggoro (2017)
Tabel 2.2 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota
No. Pajak Kabupaten/Kota Tarif

1. | Pajak Hotel 10%
2. | Pajak Restoran 10%
3. | Pajak Hiburan 75%
4. | Pajak Reklame 25%
5. | Pajak Penerangan Jalan 10%
6. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
7. | Pajak Parkir 30%
8. | Pajak Air Tanah 20%
9. | Pajak Sarang Burung Walet 10%
10. | PBB Pedesaan dan Perkotaan 0,3%
11. | BPHTB 5%

Sumber: Anggoro (2017)
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2.3.7 Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan
pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontraprestasi langsung,
dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari

retribusi yang dibayarnya (Darwin, 2010:165).

2.4  Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

2.4.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah,

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan;

b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perbuatan atau
peristiwva hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan;

c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Anggoro

(2017:22) adalah pungutan pemerintah kepada masyarakan yang memperoleh hak

atas tanah dan bangunan.

2.4.2 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;
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c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;

d. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

e. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4.3 Wajib, Subjek, Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah, Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan. Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperolen Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak

atas Tanah dan/atau bangunan meliputi:

a. Pemindahan Hak karena :

Jual beli;

Tukar menukar;

Hibah;

Hibah wasiat;

Waris;

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

Penunjukan pembeli dalam lelang;
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Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
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Penggabungan usaha;
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. Peleburan usaha;
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N

Pemekaran usaha;
Hadiah.
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b. Pemberian hak baru karena :

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau

2. Di luar pelepasan hak.

2.4.4 Hak Atas Tanah

Menurut Anggoro (2017:227) hak atas tanah yang perolehan hak atasnya

menjadi objek BPHTB adalah:

a.

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat.

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh
perundang-undangan yang berlaku.

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Undang-Undang Agraria.

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam pemberiannya
oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan bersifat
perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga
hak atas bagian bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain
berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah
untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah

tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
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2.4.5 Bukan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 85 ayat 4

adalah objek pajak yang diperoleh:

a.
b.

€.

f.

Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;

Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum
lain dengan tidak adanya perubahan nama;

Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2.4.6 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 adalah Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP dalam hal:

o &

o o

o «Q - o

Jual beli adalah harga transaksi;

Tukar menukar adalah nilai pasar;

Hibah adalah nilai pasar;

Hibah wasiat adalah nilai pasar;

Waris adalah nilai pasar;

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar;

Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah

nilai pasar;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

j.  Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;

I.  Peleburan usaha adalah nilai pasar;

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

0. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah nilai pasar.

Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada
NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada
tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam hal NJOP-PBB belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak,
NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP-PBB, yang diperoleh

dari Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang.

2.4.7 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTK)

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 sebesar
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal
perolehan hak karena waris atau hibah yang diterima orang pribadi atau badan
yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk
suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

248 Tarif BPHTB

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tarif Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak
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setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan

formulasi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Rumus BPHTB

BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP)

Sumber: Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011

2.4.9 Saat Pajak Terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 tentang

Pajak Daerah adalah :

a. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk :

1.
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Jual beli

Tukar menukar

Hibah

Hibah wasiat

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
Penggabungan usaha

Peleburan usaha

Pemekaran usaha

10. Hadiah

b. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang.

c. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, untuk

putusan hakim.

d. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftar peralihan haknya ke kantor

bidang pertanahan, untuk waris.

e. Sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk :

1.
2.

Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan pelepasan hak;

Pemberian hak baru di luar pelepasan hak.
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2.5 Definisi Verifikasi dan Validasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Verifikasi adalah
pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan
sebagainya. Sedangkan menurut Prasetyo (2005) Verifikasi mencagu pada
kumpulan  aktivitas yang  memastikan  bahwa  perangkat  lunak
mengimplementasikan fungsi spesifik dengan tepat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Validasi berarti pengesahan,
pengujian kebenaran terhadap sesuatu. Validasi mengacu ke aktivitas lain yang

memastikan bahwa perangkat lunak dibangun dengan benar (Prasetyo, 2005).

2.6 Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) atas Transaksi Jual Beli
Verifikasi BPHTB atau biasa disebut Penelitian SSPD BPHTB menurut

Resmi (2015:281) merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan

kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB.

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dijelaskan beberapa
pengertian sebagai berikut:

a. Penelitian SPTPD-BPHTB dan SSPD-BPHTB adalah serangkaian kegiatan
untuk mencocokan data dalam SSPD-BPHTB dengan data yang ada pada
SPTPD-BPHTB dan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan.

b. Tata cara penilitian SSPD-BPHTB adalah validasi yang dilakukan SKPD atas
kebenaran dan kelengkapan pengisian SSPD-BPHTB dan kelengkapan
dokumen pendukungnya.

Setiap Wajib Pajak wajib menghitung pajak yang terutang dan membayar
sendiri dengan menggunakan SSPD-BPHTB (Peraturan Bupati Jember Nomor 38
Tahun 2011). Sehingga dalam BPHTB harus dilakukan pencocokan untuk
menyesuaikan data oleh Wajib Pajak dan data pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

Verifikasi merupakan tindakan untuk memastikan bahwa data dan dokumen

perubahan yang dilakukan benar adanya, dapat diandalkan, serta didukung oleh
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sistem manajemen yang efektif. Jika pelaksanaan verifikasi sudah dilaksanakan
dan persetujuan sudah diberikan maka dilanjutkan tahap validasi, memastikan
data dan dokumentasi telah diverifikasi dan sesuai dengan kriteria yang diajukan.
Selanjutnya dilakukan pengesahan verifikasi dan validasai BPHTB, yaitu
pembuktian dengan adanya lembar laporan administrasi dan laporan hasil

penelitian telah disahkan dan ditandatangani oleh petugas terkait.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1  Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)
adalah sebagai berikut:
3.1.1 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama kurang lebih 1
bulan mulai tanggal 11 Februari-29 Maret 2019. Kegiatan Praktek kerja Nyata ini
dilakukan sesuai dengan jam Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Jember, yaitu:

Tabel 3.1 daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
Senin s/d Jumat 08.00-15.00 WIB 12.00-13.00
Sabtu & Minggu Libur Libur

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (data diolah)

3.1.2 Tempat Pelaksanaan

Tempat pelasanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) berlokasi di Kantor
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa
Nomor 72 Telp. 337112 Jember 68121 Sumbersari-Jember.

3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember terdapat terdapat 4 (empat) bidang, yaitu antara lain Bidang
Penyuluhan dan Pendataan, Bidang Penetapan dan Verifikasi, Bidang Penagihan
dan Keberatan, dan Bidang Pengendalian dan Pembukuan.

Sesuai judul yang diajukan penulis untuk Laporan Tugas AKhir ini yaitu
“Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah Jember” pada
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Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bidang Penetapan dan
Verifikasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
3.2.2 Daily Activity Praktek Kerja Nyata

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan
beberapa kegiatan yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.2 Daily Activity Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

No. Waktu Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
(a) (b) (©) (d)
1.  Senin, 11 Februari a. Diterima di tempat PKN Memperoleh
2019 BAPENDA Jember Informasi mengenai
Penanggung Jawab: b. Diberikan penjelasan BAPENDA Jember

Erdiana Wahyuni L, singkat mengenai tatib
SE untuk peserta PKN

dan tugas bidang
penetapan dan

c. Perkenalan dengan para verifikasi.
pegawai BAPENDA
Jember
d. Ditempatkan pada
bidang 2 (penetapan dan
verifikasi)

2.  Selasa, 12 Februari a. Mencetak SSPD- Mampu
2019 BPHTB mengoperasikan
Penanggung Jawab: b. Meminta tanda tangan aplikasi e-BPHTB
Drs. Isnaini, M.Si. untuk persetujuan untuk mencetak

SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB.

3. Rabu, 13 Februari a. Mencetak SSPD- Mampu
2019 BPHTB mengoperasikan
Penanggung Jawab: b. Meminta tanda tangan  aplikasi e-BPHTB
Drs. Isnaini, M.Si. untuk persetujuan untuk mencetak

SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB.

4.  Kamis, 14 Februari a. Melakukan validasi Mampu melakukan
2019 BPHTB validasi melalui
Penanggung Jawab: b. Mencetak SSPD- aplikasi e-BPHTB.
Drs. Isnaini, M.Si. BPHTB

c. Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
5. Jumat, 15 Februari a. Melakukan validasi Mampu melakukan

2019

BPHTB

validasi BPHTB dan
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(@)

(b)

(©)

(d)

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melayani pengambilan

SSPD-BPHTB oleh

Wajib Pajak

melakukan pelayanan
secara langsung
kepada Wajib Pajak.

Senin, 18 Februari
2019

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mampu melakukan
validasi melalui
aplikasi e-BPHTB.

Selasa, 19 Februari
2019

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

Mencatat perolehan
PBB setiap kecamatan
di Jember

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mengetahui perolehan
PBB di setiap
kecamatan di Jember.

Rabu, 20 Februari
2019

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

Mencatat perolehan
PBB setiap kecamatan
di Jember

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD- BPHTB
Melakukan validasi
BPHTB

Mampu melakukan
validasi BPHTB dan
mencatat perolehan
PBB.

Kamis, 21 Februari
2019

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

Menyetempel DHKP
PBB setiap kecamatan
di Jember

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD
BPHTB

Meminta tanda tangan

Mengetahui perolehan
PBB di setiap
kecamatan di Jember.
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(a) (b) (©) (d)
untuk persetujuan
BPHTB

10. Jumat, 22 Februari Melakukan validasi Mampu melakukan

2019

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melayani pengambilan

SSPD-BPHTB oleh

validasi BPHTB dan
melakukan pelayanan
secara langsung
kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak
11. Senin, 25 Februari Menyetempel DHKP Mengetahui perolehan
2019 PBB setiap kecamatan ~ PBB di setiap
Penanggung Jawab: di Jember kecamatan di Jember.
Drs. Isnaini, M.Si. Melakukan validasi
BPHTB
Mencetak SSPD-
BPHTB
Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
12. Selasa, 26 Februari Menyetempel DHKP Mengetahui perolehan
2019 PBB setiap kecamatan ~ PBB di setiap
Penanggung Jawab: di Jember. kecamatan di Jember.
Drs. Isnaini, M.Si. Melakukan validasi
BPHTB
Mencetak SSPD-
BPHTB
Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
13. Rabu,, 27 Februari Mengoreksi berkas Mendapat arahan
2019 yang telah diverifikasi  tentang verifikasi
Penanggung Jawab: Melakukan validasi BPHTB melalui
Drs. Isnaini, M.Si. BPHTB aplikasi e-BPHTB.
Mencetak SSPD-
BPHTB
Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
14. Kamis, 28 Februari Mengoreksi berkas Mendapat arahan
2019 yang telah diverifikasi tentang verifikasi
Penanggung Jawab: Melakukan validasi BPHTB melalui

Drs. Isnaini, M.Si.

BPHTB

aplikasi e-BPHTB.
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(@)

(b)

(©)

(d)

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

15.

Jumat, 1 Maret 2019
Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melayani pengambilan

" SSPD-BPHTB oleh

Wajib Pajak

Mampu melakukan
validasi BPHTB dan
melayani Wajib Pajak
secara langsung.

16.

Senin, 4 Maret 2019
Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

Mempelajari
perundang-undangan
yang akan diambil
untuk Laporan PKN
Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mengetahui isi
peraturan Perundang-
Undangan Kabupaten
Jember tentang Pajak
Daerah

17.

Selasa, 5 Maret
2019

Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

Mengoreksi berkas
yang telah diverifikasi
Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mampu melakukan
verifikasi BPHTB.

18.

Rabu, 6 Maret 2019
Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

Bertanya mengenai
BPHTB

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mengetahui
permasalahan terkait
BPHTB.

19.

Kamis, 7 Maret

Libur Hari Raya Nyepi
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(a) (b) (©) ()
2019
Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

20. Jumat, 8 Maret 2019 a. Melakukan validasi Mampu melakukan

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si. b.

C.

BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHT
Melayani pengambilan
SSPD-BPHTB oleh
Wajib Pajak

validasi BPHTB dan
melayani Wajib Pajak
secara langsung.

21.

Senin, 11 Maret a.
2019

Penanggung Jawab: b.

Drs. Isnaini, M.Si.

Mengoreksi berkas
yang telah diverifikasi
Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mampu melakukan
verifikasi BPHTB

22.

Selasa, 12 Maret a.
2019

Penanggung Jawab: b.

Drs. Isnaini, M.Si.

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Wawancara mengenai
verifikasi dan validasi
SSPD BPHTB

Mengetahui prosedur
verifikasi dan validasi
SSPD BPHTB.

23.

Rabu, 13 Maret a.
2019

Penanggung Jawab: b.

Drs. Isnaini, M.Si.

Mengoreksi berkas
yang telah diverifikasi
Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mampu melakukan
verifikasi data
BPHTB

24.

Kamis, 14 Maret a.
2019

Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

=

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Mampu melakukan
validasi BPHTB.
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(@)

(b)

(©)

(d)

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melengkapi data yang
diperlukan untuk
Laporan PKN

25.

Jumat, 15 Maret
2019

Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melayani pengambilan

SSPD-BPHTB oleh

Wajib Pajak

Mampu melakukan
validasi BPHTB dan
melakukan pelayanan
secara langsung
kepada Wajib Pajak.

26.

Senin, 18 Maret
2019

Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

Wawancara mengenai
verifikasi dan validasi
BPHTB

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mengetahui
permasalahan
verifikasi dan validasi
SSPD BPHTB.

27.

Selasa, 19 Maret
2019

Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melengkapi data yang
diperlukan untuk
Laporan PKN

Mengetahui data apa
saja yang dibutuhkan
pada verifikasi dan
validasi BPHTB.

28.

Rabu, 20 Maret
2019

Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

Mengoreksi berkas
yang telah diverifikasi
Melakukan validasi
BPHTB

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan

Mampu mengoreksi
kekurangan syarat
verifikasi melalui
aplikasi e-BPHTB.
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(@) (b) (© (d)
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

29. Kamis, 21 Maret Wawancara mengenai Mengetahui

2019

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

verifikasi dan validasi
BPHTB

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

permasalahan terkait
verifikasi dan validasi
BPHTB

30.

Jumat, 22 Maret
2019

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melayani pengambilan

SSPD-BPHTB oleh

Wajib Pajak

Mampu melakukan
validasi BPHTB dan
melayani Wajib Pajak
secara langsung.

31.

Senin, 25 Maret
2019

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melengkapi data yang
diperlukan untuk
Laporan PKN

Mampu melakukan
validasi BPHTB.

32.

Selasa, 26 Maret
2019

Penanggung Jawab:

Drs. Isnaini, M.Si.

Mengoreksi berkas
yang telah diverifikasi
Melakukan validasi
BPHTB

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mampu mencocokan
data untuk di
verifikasi.

33.

Rabu, 27 Maret
2019

a. Melakukan validasi

BPHTB

Mampu melakukan
validasi BPHTB
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(@)

(b)

(©)

(d)

Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

=

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melengkapi data yang
diperlukan untuk
Laporan PKN

melalui aplikasi e-
BPHTB.

34.

Kamis, 28 Maret
2019

Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

oo

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD BPHB
Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB

Mampu melakukan
validasi melalui
aplikasi e-BPHTB.

35.

Jumat, 29 Maret
2019

Penanggung Jawab:
Drs. Isnaini, M.Si.

=

Melakukan validasi
BPHTB

Mencetak SSPD-
BPHTB

Meminta tanda tangan
untuk persetujuan
SSPD-BPHTB
Melayani pengambilan
SSPD-BPHTB oleh
Waijib Pajak
Perpisahan dengan para
staf pegawai bidang
penetapan dan verifikasi

Mendapatkan
pengalaman kerja
secara nyata dan dapat
mempraktikan teori
yang diajarkan selama
perkuliahan.

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (data diolah)

3.3

Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaa Praktek Kerja Nyata ini

adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau

dihitung secara berupa simbol angka atau bilangan.

Data kuantitatif dalam tugas akhir ini adalah data mengenai penerimaan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Jember, dan data

angka lainnya yang diperlukan sebagai penunjang dalam hal ini.
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3.3.2 Sumber Data

3.4

Data dari laporan ini berasal dari dua sumber, yaitu sebagai berikut:

Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari pusat data atau melalui
survei lapangan (Kuncoro, 2009:148). Data dalam laporan ini bersumber dari
respoden secara langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan
menggunakan teknik pengumpulan data tertentu yang dibuat secara khusus.
Data sekunder pada penelitian yaitu wawancara secara langsung dengan
Kepala Sie Penetapan dan Legalisasi.

Data Sekunder, yaitu data yang biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga
pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data
(Kuncoro, 2009:148). Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu mengambil
data berupa dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
dan pada sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang penyusunan tugas
akhir ini. Sumber data sekunder yaitu seperti jurnal, artikel, internet, dan lain-

lain.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini menggunakan berbagai teknik

dalam pengumpulan data, antara lain :

a.

Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari buku, internet, undang-
undang, jurnal, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan materi tugas
akhir ini.
Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data berupa melakukan tanya jawab kepada
pihak yang terkait dengan materi tugas akhir ini, yaitu Kepala Kasie

Penetapan dan Legalisasi.
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Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan mengumpulkan sendiri
dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek pajak
atau orang lain tentang subjek. Data dokumentasi tersebut berupa dokumen

terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi BPHTB.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember tentang Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Transaksi Jual Beli, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

a.

Prosedur verifikasi dan validasi BPHTB di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Prosedur verifikasi dan validasi dipermudah dengan adanya aplikasi e-
BPHTB, sehingga wajib pajak maupun PPAT tidak harus bolak-balik datang
ke BAPENDA untuk mengambil dan menyerahkan formulir verifikasi
BPHTB.

Verifikasi dan validasi BPHTB dilaksanakan dengan cara mencocokan data
yang diinput Wajib Pajak dalam aplikasi e-BPHTB dengan data pendukung
yang dipersyaratkan menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun
2011, dilaksanakan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB.
Apabila ditemukan adanya kekurangan data oleh wajib pajak, bidang
verifikasi tidak dapat menindaklanjuti tahap verifikasi, wajib pajak harus
melengkapi kembali kekurangan data tersebut. Setelah semua kelengkapan
terpenuhi dan tidak ditemukan kesalahan maka dilanjutkan tahap validasi oleh
tim validasi, dengan meninjau kembali jika ada kesalahan yang mungkin
tidak terlihat oleh tim verifikasi. Setelah dinyatakan valid, tim validasi
mencetak SSPD BPHTB dan membubuhkan tanda tangan pejabat terkait serta

stempel Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

52

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan pada laporan tugas akhir praktek kerja nyata
ini yaitu:
a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membuat buku pedoman e-

BPHTB, sehingga wajib pajak maupun PPAT tidak bingung bagaimana
mengentri data pada aplikasi e-BPHTB terkait kelengkapan verifikasi dan
validasi BPHTB.

Perlu dilaksanakan sosialisasi terkait verifikasi dan validasi kepada wajib
pajak maupun kepada PPAT/PPATS.
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Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada:

Narasumber : Mega Wulandari, S.STP
Jabatan : Kasie penetapan dan legalisasi
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Jember

Dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember?

2. Bagaimana prosedur verifikasi dan validasi BPHTB pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember?

3. Apa kendala yang dialami selama proses verifikasi dan validasi BPHTB di

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
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Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (03311 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor  :1238/UN25.1.2/5P/2019 01 Maret 2019
Lampiran :Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jalan Jawa No.72
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan,
bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember Jurusan llmu Administrasi
Program Studi Diploma IlI Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata
(magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun namd mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO NAMA : NIM Program Studi

1 | Kresna Rivangga 160903101025 Diploma III Perpajakan

2 | Evelyn Purbaningtyas | 160903101043

Diploma 1l Perpajakan

——

[ 160903101048 Diploma Il Perpajakan

3 | Alif Maulida Safitri

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2019, Bersama ini
kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang,

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

L~ mman, Delan,

Dr, Hadi Prayitno, M.Kes.
=NIP 196106081988021001

56
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Lampiran 3 : Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN JEMi=! I
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 & 337112 JEMBER 68121

Nomor
Sifat

Lampiran :

Perihal

Jember, 11 Februari 2019
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Iimu Sosial dan Iimu Politi
Universitas Jember
Di -
Jember

303// 30 JUN25.1.2/SP/2019
Penting

Persetujuan Tempat Magang

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 303/UN25.1.2/SP/2019, Tanggal 21
Januari 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No. Nama NIM Program Studi
1. | Kresna Rivangga 160503101025 Diploma III Perpajakan
]
2. | Evelyn Purbaningtyas 160903101043 Diploma III Perpajakan
i 3.)| Alif Maulida Safitri 160903101048 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung
mulai tanggal 1 Pebruari s/d 6 Maret 2018,
Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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Lampiran 4 : Surat Tugas Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
. UNIVERSITAS JEMBER
AKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kali CaRiGTeT i
imantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor: 73:1 /UN25.1.2/5P/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga

perpajakan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini

Dekan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jemb

or menugaskan kepada

mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini:

NO NAMA NIM
160903101025

160903101043
160903101048

1 | Kresna Rivangga

2 | Evelyn Purbaningtyas

3 | Alif Maulida Safitri

Jember

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

mulai tanggal 01 Februari s.d 6 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baikdya.

o

ember, 21 Februari 2019

1P 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. KepalaBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

2. Kaprodi Diploma Il Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4, Arsip
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Lampiran 5 : Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 940/UN25.1.2/5P/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Hari Karyadi, S.E., M.SA,, Ak
NIP :197202111999031003
Jabatan : Lektor

Pangkat, golongan : Penata,lll/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Jalan Jawa No.72 Jember, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 6
Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO NAMA NIM Program Studi
1 | Kresna Rivangga 160903101025 Diploma III Perpajakan
2 | Evelyn Purbaningtyas 160903101043 Diploma III Perpajakan
3 | Alif Maulida Safitri 160903101048 Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019
an. Dekan,
Wakil Dekanl .~

.

adi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan

. Dekan FISIP Universitas Jember

. Kaprodi Diploma 111 Perpajakan FISIP UNE]

. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNE]
. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian

. Mahasiswa yang bersangkutan

[T S
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Lampiran 6 : Daftar Absensi Mahasiswa Praktek Kerja Nyata
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DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN

NDAPATAN DAERAN § TEN JEMBER
Tempat KK . pd W/
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Lampiran 7: Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp, (0331) 333386, 331342 Fax (0331) 335386 Jember 63121
Email - fisipunej G tclkom net_Telp, (13311 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO. INDIKATOR PENILAIAN Ami:\""" TR
1 Penguasaan Materi Tugas 84 A.
2 | Kemampuan / Kerjasama 34 Ae
3 | Etika 78 A3
4 | Disiplin 89 AB
NILAI RATA - RATA 81,5 A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

ALIF MAULIDA SAFIT2I.

Nama S et i v Ferel:
NIM o LENL L O
Jurusan : Hlmu Administrasi

Program Studi : Diploma I1I Perpajakan

Yang Menilai

N4 . Drg, ISRATHI.Mei.

PEDOMAN PENILAIAN :

NO. ANGKA HURUF KRITERIA
1 | =80 A Istimewa
2 | 75=AB<80 AB Sangat Baik
3 70=B<75 B Baik
4 65sBC< 70 BC Cukup Baik
5 60 =C<B65 c Cukup
6 | 552CD=<60 cD Kurang
7 50=D< 55 D __Kurang
8 | 45=DE<50 DE ‘Sangat Kurang
9 <45 E | Sangat Kurang
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Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 % 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3975 /279/ 35.09.413/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 2 SUYANTO, SH

NIP : 19640106 199703 1 004

Pangkat / Gol. : Pembina TK.I Gol. IV/b

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO NAMA NIM JURUSAN
Kresna Rivangga 160903101025 Diploma III Perpajakan
Evelyn Purbaningtyas 160903101043 Diploma III Perpajakan
Alif Mauilida Safitri 160903101048 Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada
tanggal 1 Februari 2019 s/d 29 Maret 2019.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 April 2019

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KDARATA’

_; A
St
A
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Lampiran 9: Surat Tugas Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS JEMBER

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan
Fakultas [lmu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas llmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

SURATTUGAS
Nomor : 897 /UN25.1.2/SP/2019

PANGKAT/ AN
NO NAMA GOLONGAN JABATAN | KETERANG
1 Drs. Abdul Kholig Azhari, M.Si. Pembina Lektor DPU
NIP. 195607261989021001 IV/a Kepala

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama
NIM

. Alif Maulida Safitri
: 160903101048

Program Studi : D Il Perpajakan

Judul

. Prosedur Verifikasi dan Validasi e-BPHTB Atas Transaksi Oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Kasubag. Keu & Kepeg.

4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Pertinggal

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal : 26 Februari 2019

Deka

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 19580810198702100&{
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Lampiran 10 : Daftar Konsultasi Bimbingan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan = Kampus Tegalboto Telp. (0331) 33 5586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Emoil : Gisipunci@telkom.net, Telp, (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Alif Maulida Safitri
NIM : 160903101048
Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma 1l Perpajakan
Alamat Asal : Rt. 05 Rw. 01 Dsn, Suruhan, Ds. Buto

h, Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro,
Prov. Jawa Timur

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)
Prosedur Verifikasi dan Valid

asi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas
Transaksi Jual Beli pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)
Prosedure Verification and V

alidation Purcase Fees on La
Transaction at Departement

nd and Buildings of Buy and Sell
Of Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. A, Kholiq Azari, M.Si.

| NO | HARVTANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN T‘;gg‘;l{fggg
L | Rabu, 27 Maret 2019 | 13.00-14.00 WIB | Mengajukan Judal TA .
2| Senin, 13Mei 2019 | 08.00-09.00 WIB | Bimbingan BAB 13 P
3 [ Senin, 27 M 2019 09.00-10.00 WIB | Bimbingan BAB 1.5 "X
j_—__ Selasa, 28 Mei 2019 | 13.00-14.00 WIB | ACC Sidang <.
5 5
6
[z
Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat

konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map

orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 12 : Surat Kuasa Wajib Pajak
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 13 : Kuitansi Transaksi Jual Beli
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Lampiran 14 : Fotocopy SPPT PBB
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 15 : Surat Keterangan Lunas PBB dari Bapenda
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 16 : Akta Jual Beli
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 17 : SSPD BPHTB
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Lampiran 18 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember Tahun 2016-2018

L abeg
IEOVEZNS Y | OCEOL | 0LV OrE e TS IR Y Ir oLy ] "000'09Z 6Y
C0576 61962 Lot looezsatgsie CO'E2Z 0208z 0059650 L C0°C00"00005¢ Nd - Do Uy wieaung g @@l ][]y
00 Fili 699555 F OF'60L | 00¥B1 099955 65 O0'ROY PSYZ0LY 00'8.5°G0Z ¥eu BF 00'D00°00G'000 6% N "L SR Ui Wiy NEINND
et 24 — T I T e (L) 7 ovBarie i lplilr] s
(MO TIZ 155 2609] | SE6L 3T Z9¥ L9ty O0'SSY 113 1L 00828 Daw sty T 007000009052 9
00 G2E 0FF £S LESSy | 006zcarr 69 DOELER0L | O0BIS 2078 [ C0'000000 6L el s EIEIAnD
0000505 150 [ 0 00 00000 052 awes | (Wl (i
00G69669516) | 5545 00 VSE 555669 PO TSYEE | D0'91Z 0L 059 G0'0C00SZ Wiz 1 RN END
DOEGF £75 6£5) 55'vd__ [ 0016595 00F CO'250°9L0°Z69 D0FES 0SEBOLZ 00000000020 7 B e e T e e
WINEA L : LAY KviEg ¥ Livl oy
N ) — | thsor ....|¢1.l||._ma2 VAN 00'ZZY GEL 265 COLLL LT 00t | 00 000 GO0 0RET
1 Co0c0 00z 5e) 0982 | 00°00000E r1 00000 008 00000005 £F 50°000 000 0% W50 U0 ey [EAD
00°0C000L] o0oe | 00000006 oo 00'00G 00E - « 00000000 06 e 0]
00 CEz2zE FT LLOLE') | G0CAZ z2E OF 000596164 WOTraeorez. 00000 D00z T hd D
D0 DITEFE 62  Z9651 | 00 0LEEH0 08 O000Z FSR 631 DOGlL 68T €28 00°030 00L EdF Ve U, EHAD
0000000 s |86z | 00'00000ZE 00’ 0002 E— 00000005 LN ENEAED
[ ) _1ZZEC | 00059091 00’ TS GOk L 00070005 T I T G N
O0vegreesl] [ 6158 | 00OriSriloE C0ZE0 00052 U0'v0GH¥ OIE 0 000 DOR 51E TESA | 1)l
00905 239 951) (8032 | 00005 zeces 00 00005 2E€ 79 D0°000'COD SEL W NEE D
000056052 |5vze | COCOS 6y 8] 07006 G500 _ CO000'SEYSY 00000000001 | AT [eyeal (e v
YONIN 3 [CETEL | slelrl ©
o 00598950590 | B0ELT | 00 eSTeIT eI I T S T 7 e [00'000'000 00¢ § ==
002/0 002 ESZ L 20381 | 00ZZ000L¥i9Z 0022 250' 815 O0'S6L1E8 660 0000000051 | B | Teal@] [y
00790165R0¥) | £9€2 | 00'9:5 90y 521 |oo'sizzere O0'IO0L8/Z851- | 00'000'000'5ES = =] Wizl [ty
00204 G0 €L §700L | D0ZOLSSSE9GE 00'6¥5 192 Lb2 00'SSIFEsDIa Z 00°000'000°050° CEEN e FEIONE
00'64} 264 022 63901 | OOBLLZEL 025 E | OU'ZL8068 008 O0Z0EIYABIZE- | 09000 00D D0 E e Wizl v (¥
= LTERTA] e T W— I ———————— S Ueicisy welE witlifr]
. | C0'50Y 658902 561} | 0090vesa50c s | DOGRTZIvaRE (00000000065 ¢ :
00082 E0U 6 [68'0L1 | 00'0BZECHGE 00002 126'8 00'000°000°G6 — wedbeeag | o R
00#82 51 8ZF 6EOP | OD'VBZ 191 B9¥ L | 00'9L6 625631 00'000'000°090 1 S o o
O0'6H; 65092 OLvFl | DO6¥G 660 9¥Z 007Z0Z 8r¥ 5 00000 000°0ZE = =] NN
O00E62 56 261 9vB01 | 00EBZSBLELY E 00C00 £¥G 552 00REZZSLLITE 00'000 000082 2 L umg iy wh
|<E_ann[-. l_uxﬂﬁm 2] biv | b
J— (SOIsTIeVIeT e e
(k2'0L1°509°70E € 9’8 SRLYSYS'SEL | G0'LOZLENZBE G V86295221 | 00000 SZ0DSE 6EL : HYVONVIvaISYH] | | TV [0 [
— — e —
96255 262 689 F 67001 | 96'SL0°L68LEVYIS | VBLYGOVS'EBLLT | ZUGNBSTIYE DI | O0GIrEIS ORI OIS (QVA) HY VO TSV Y LV avanSd T ivy
roros 005 12642 | 6 YELSUZZEBIIT6L | ZUSKMBYITYTBEBT | 0D LS ASE LZZ BOZE HVEVONYIVeVaNd] | | | | Iy
[ 6 g 2z 9 S Y = = -
IRV N8 4/5 INTNYing :..Szu._ﬂwws
ANONNW3d s i HYTANr HVINNr QBdV-d 139uvL NV Iv ONINTNTH
VraIy LN ve! ¥ NYVARi3N3d (VST 3 oy |
9107 1equwesaq Lg ..a.wwz<hn%
9L0Z NYHVOONY NNHVY.L ¥IEW3Ir NILVdNavM (agdv- =
HYY3IVA NVLVdYONId NYVINIRIINI ISVSITVIY UBp 1394VL : ¥V1dvd _—
FBBYEE (1EC0) YR 211 foE (1500)

‘oioL sequiap "ON emer o,
® IR NALYNGVY NY LY ad S A

'


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

74

NYONNSTu3d SYN0| 00058 0SE 64 09001 _ | 00'000'¥ 15 AS00L 00'00C 0S¥ 226 00'000 ¥30°'530'6 00011 COL'SLES iewiburysg mued vevesead 1wy | Tei[uojeli)v] 9
L O S R e | O ] O
WAV Y110 0] 00'000'090°h 19411 | 0G'000030°L 00'000°085 20'000'0US'9 £0'000'000°S teliyy uenigetiuad Uep LEWTyRLR URURIZAA 1Ty [oTwelziTv] s
I Lo\ LA S U B e —
o g 0 e YTy g T JUEEUTT g T
B T 000000056 CCY0: | 00000005 ¥EZ 00'CO0SYES 00'000 251822 00°000°000'522 uedues HurY MU 10 | geojiofz]ilvl v
*E.g‘EuaB,_ 007000225 19 2090z | onooozzsei (00000802 71 00'000PLEGOL 00000000 83 urllenyuad P VeRAWeqUIS wp yedues vambuetovad vy | Jeofw [z Tife] €
ANV Y10 Na0| 00’000 598 52 L1'e7z_ | 00000998y 00'000'285'9 00'000°PHZ 0¥ 00'000°000'42 vegsiagaeyesressd wwelepd vy | 1io[wlz [ [r] ¢z
! - . e 1L dwpstaint il
0TS VY 9EL LZc0L | DODSZVLErs L | 0CC4Z o8y bEr) | 00000 SKe LLE G 00'050°640 767 bb
00052 SULEEY GA'G0L | D0 03LGITLe6 ¢ 00052 8¥5 5Bl | 00000 LES5EL'S 00000 23L 967 L AT FrRpeie U0 ERg B
(00005 #48° €511 | ODC0SZ63EY G000 265 01 60'005 585 6E 00000 B3L €E} VOS]
100000849 11 v’z L0020 SZTEY 00006 57% % 00'05C 00¥'SE 00000 €05 53+ ey
(00°000°€09°€] 60'C U0'C00 E08SE [ 00000 ¥ru 2 03'000'59L 80 00000 ZLp ¥2h SRS WIEOGe]
(00°000GIZ6PE) | 22 ¥ 0CDOUSELEY e 00 0GO0L¥ 55L 00000SLL 892 £ 00000 DFBZL5 devl iEvEd
WY1Y43534 5YNIA | (GO 600 955 G2) Sa'eh__ | 00000283561 00005 FYE ¥4 00005 25 622 (000 E27 608 Veier femey =
LT L t,._.m_..p.,u.lé 00101181y
£ — umayesa) veuriejeg [snq0ey Wjjziir)
| o0orstesuy | 69coL | coosevzsizear 00852 652 L90°E 00'NL0"190'¥9) BZ AN VSvF SNEnd3y| wlzle[v] |
No.m.%mgli 0z'01 [ 0010 EITIIEDE 00'SYE'99T°9¥E’Y | D0'9SELSLSSE L 00'99E'S¥L'6E2'9C HYH3VQ ENamlad 1SvH Bh
§0 th..w_::ge.s.. Zr 8t 5 Ehﬁ—ﬂg.hﬂ S0Z96'9) Pan_ui_ ﬂoah.unw. 00'000° 030700002
~| co'B0e L0 80E S SO0EL_ | G0'B0Z§E080LEZ | GOZIYESL 906 | 00956 #BB 102 E 00 G0D'000'000 'Lt oG e U MO
00'0ZF 082 G452 ya2'sal | 0002y (825456 00055291 €29 00062112567 00000 00G 0GO'E R PG I ER
YoN3Ha — e — — —— urunBug UTp UFVEL STTY YWA UTge;eg T NNNOED
mwh 0T E0S'SYE ) v9'L8 qﬁ BELDGEYILETD }0'a9Z°780°530°Z ELY¥SEGELLE '000°000°006 6%
00291 555 296 44] G0 | 00 cedEvv IEvEe 0Z5€ 816059 1 00°18¥'525 08 02 0000 00000 ¥E Ty =TT Ts
OLE60 250 €81 #) EL | ¥2 906 2S66IE bE 0 PLE €L TSE ¥Z 26698 256 01 0000 000°00% 61 =Yy D
YON3ID ) UFECHI8g § URISO0INg URUNEUTE UFp wing yu))
Tooiretesed  |evee | 00tsOqrwilZz | 00rroeovs (00601 £E069Z | 00'000'000°00% = flelrlr] e
000 00'0 00’ 00’0 00’0 00'0 = BTy
100 2F6 €SS 22) 8¥Z8__ | D0 ESO Y LIz 00'FFB80¥' 8 00'60} ZED 692 00°000°000°09¢ —i s
YON3dN | 000 000 L-h_l 00'0 000 000 e it
e 009 CIS 00E) | 1990 | 000GVILGEIL [ 009C00tcd9  [00FLCIELE9 | 00000SZ00OLS
{00009 G}8°9%) SZ0L__| 00'0CY Y95 0LE 00'000Z89'01 00'00¥ 289 66 00'000°08E LS T T
{D0'000 GFO 0Z 1) ¥15 | 0000050022} D000EYE 1 00'006'£5L°5LY 00'000 050°2¥2 = % L
00 000 ES9 E12) 6| 00000 E¥G18Y 0'520°0CY3E 0SB LY CYy 00000565569 = IR En
[ ~WGS3 vep OvaN34SK | (D0 LY 190 °E0%) "ML | 00'tor 156968 0'596 BEL 89 00YSYBLZ 928 00'000°5Z0°00Y'L VErG e ey o
Ly o = = e e
= [ 000s IS oI T2l [000BLECTBIS | 00TSEIeLer | OOZZZI9LTLS | 000000001003 T A wivjefr[ e
00084 665 614 €21 | 00 0BFEEG 619 00'ESE 1BLOF 00ZZZ ISL2LS 00'000°000°005
YON3di L1 encg 4y veled [to]so] L Tv v
= I E— —
TO0oIrzsEIs | BTILL | 0003 ¢z b0 00050°200 47 Q00IVSIZLSY | 00000000 057 CETWET N I T O N A
00097 252 15 GELEL | 00007 252 405 00'050 200 #F 000V¥SPZ LS¥ 00'000°000°05¥ ,
VONZI _._f_irn ol i TiTy
; _ q Z £l . > ; mravd | | (oo[s [V [v[ o
04 5 3
prm TNT NV INE O WNINVINg IV NVING 0/S Z -
Hymnr HYINOP HY NP aadv-
besund vsis % T d _.@,- NYIvynq ONINTNTN |
300M =



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

75

b ufied
00 998 GOE FO7 9 ZL0h | 00998 60U FSL S0 C0'Z90°L95 0800 | DO FORCYLELO 09 0000 000 3L 63 ﬂ.l_!_\
100 °0F 561 78] __leees 00°085 003534 C00Z) B5U'8 00'DLFZLL L5Y 00'C00 000 05 N - o oerer e bumsiind ed [en |50 | [t v
00042 605 8EF 9 V6011 | 0U'BLZ'805 89669 00Zr6 BP2200 | DO VEE 0RO 966 0C'C0G 000 005 65 N'd Ld ooer weEiesnd ﬁ..__.nl .._UW iy
N4 L4 rel vnar uiunmind yrivd sofiJifrl s
— . H s 7 e T T T TR g
[GUZogosstoas) | 12Fe | GOwsL errisys [ Dh7ie 46 228 | COVZLoud At L 00000 000532 ¥ i
100050 050 51 [S2€L___[noorBowacy 00 00 0F5 676 EF G0'0G0 (40 03 N
[ 700000 000°2) (0009 00'000 005 000 00 UG0 030 € U0 G005 NI
[To0"0LE 96 005 (€575 | 000e06e0168 05059 526 /E 00085 650 959 C0'000 020 007 & fy
[0 z2e 906 922 2) EINH 00929 £9r C24 00’722 208 18 0 rOF 953 5€3 00'0%/0 000 000 © I
VONAAVE Ljifrlor
[To9p ECCOIs) | 1Z28 | D0'osa oaatert | Do'cET e 902 GOz IILVLLE 70’090 UL 00 1
X ' (20T G000 YS0 4L 00'000 000 *Z ¥
00 00600 0T 00000 00C v
NGIBIELS D0ECAIEL YD 10 000 000 03 [}
L0008 GF> /95 D000 CH 545 60°C00 000 C5L ¥
000 0O D0u 5T 00000 000 € v
j 000 [Z06] 09000 000 T ¥
[0z 598 €01 2 COg8s FLLEBE 00§58 £08 12 L0'0EL ALZ ¥iZ 00000 700 0 ¥
[100°060 3G GF) [ 00000 000 0L 00000 024 00000 DEZ 58 007000 03 0} AR LB LT 2 [c0 ¥
[forcooesa €] 021 G000V Z5E 621 00005 150 00005 S0E L1b 00 00D 300 CF ng%zsﬁ [0 ¥
URINGH R 1] r| €
IN— R y———
00C91 S6Z JEDE | 00SSOPZO6LOOL 00 000 0L 003 6
0BS 04L0F0Z [z6l | ooesgoLzorzy Co706¢iz10r 8 |00 156 LEv (e 06000 000 DOZ 2 EEEND
[D75C< €€ 6EF) 329z | 00zra 959001 CO'C90 405 ¢ 00 L35 BYL 35t 09000 000 509 W e e ¥
DoPloEOEZ | ce00r | DOPLOCOE L0ZE 00'EE6 058 1PZ 00 190 Z1¥ 2B L [ A e Wy |20]20 0
DorcLgr9B66 | GeAck | DOvELe¥gesyy 00192 ¥B2 IE¥ OO ELY VST 150 ¥ 00'000 000 005 & ers (1020 ¥
WOM3YE [ R ] o] r| z
Ll E—
== oy zcriro9st) [8zzs D083 LGB EITT 00'CL) £BE 562 DO'SBLOLS 1T ¥ 00 000 000 GO0 §
00059 106 65 108 00 05E 86008 | 00 00% GRE L 00057 90 2L 00°000 000 udl et (a0 L [y
905 6ZL CO'ES6 264 F9L E-&n— 00000 000 009 L [T ]
CO'LIEPIPIT DO'EBZTE06 ¥IZ 00 00G 000 0JE Tves bueog oH 190 (10
00°6#E 592 00Z 00'E7L 202 99€ Z 00000 CO0 000 € W1 Eoea i [0 |10
[LNEL] 0 1
00'C09'FLEBOY 'S} 0T LBLSITTEEEYL 00'0Z9°190°6L8'09 4 HYHIV HYvd TEVH STl
BLOLOIBSTIZEIL | 25 94C 6L 952505 | ST VSLLBVLISETIS | LL'TOMBOM'LZEITL G HvHava sy N Ivavansd] | ] [b1F
———
BLYST LN SBO0SYT | ZG S9N ISOYSELEL wvaavabvivdvanad] [ [ [ [»
= 7 ST RO P R 3 + -
——— . NI NV 8 s ] zﬂasw NIV NYING QIS F-. L
o, HYIHOr HYTI HyTHOr 08dv-d 139HVL N ONINT®IY |,
ANONNW3d YIE3X LINA vsIs m Yivdn 3a0M ON

110z JoqLuasagd L€ TYOONVL m.w.m
210Z NVHVOONY NNHY.L ¥38iar NaLvdN 1
HW¥SVa Z(...(n_ﬂan_zm.- NYYINININI ISVSITVIY uep iSodvYL ¢ yvldva .

- _¥B8YEE (1650 XBJ 243465 (1650) Aoy 1oquer g ‘oN emer -
@EH _ ® Qmmzu_. NaLYdNEVY HYNIVa NYLYdYONId zﬂm_.ﬁm

25 2ol =
4 =


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

76

[
! - . , : P
NYONNONHE SYNDL 00000 16 #8Z 1L70L__| DOCOGLZvZo5 0L D0'009 062 €01 4 00'ICLETBSK'S 00'000°L05 LIZ 0} R iEmyag B9 Wi Uer oL Aved WRlead ey 6510z [V ¥ ] &
——— e === e T ﬁ
oo | 20'0000r9'9 00'000 085 00°00006i9 00'020°000°3 vemCwacEn g weinag e [z (e ]y
—_loest (0000058548 DOC00 L7 5000061663 00 000 G005 WO IS od_jelolz [ Tvi €
B SAINVORTONT Sea! COCO0RSELD | LVEDE | 000008326 00'000E6F S 03000618 68 | Co05000s'ST BRI POeSed hekaad vad (oGl z |17 ]| 2
COSELOIERErT [ [LITL | 000G PeReLTes | U0CS2COCLE0E | COOIE 03 aTa bl |00 9LZ LEL IILEL s
[00Cze Hix06LF | BLELL | LOOGS £LO3EZ 0L 00'000°9G2 972 | 00'005 215 697 8 00512 L0Z 9206 AT (5 o Beg T
I cooagcrra | #z%0r | onoooovkes: 00092 165 G DC'0SZ 878 291 00103 000 031 VISV [=
[ 090000221 Y¥¥iL__ | DCOG GOF OFL 06 000 5#6 71 00000023 02} 00 0G0 559 221 Ty | =
00000621 9E Za'¥EL__ | 00000 vBLZKE 00000 285 Lt 00000242 161 0000590 901 S | —
| 5000050922 | 04101 | 00000 0¥ 1802 00'00G 0ZE 621 0000006606 1 00000 SEL 6502 vy | ==
WYIYHISIA SYNN | DO D0 S26251 Z8zzl | 000005 9Ev €2 00°000 666 £2 03005 269 591 00°0C0 197045 ]
- Pk 1P UVR T4 UtuekeRd Boaey (1010 2 14 [ 7
5 umryeray usuehag mnqoenfio [so [z [ [0 | 4
00'SESZITLISE ser | eo'oszhizeiiee | 00792 erssEse | 09’866 19y oRt iz 00'511°66E 9TY 62 ROAN VSVFSnanizal [iofz |+ | r
(G0'886°618°104"+) ‘96 00'L8L L EILVE 09'965°250°Z¥5 08 D051} 65C 1935t HYHIVD SNERILTY USYH [ AN
= - = - . EUTT T T = S
OC'£3E 65t et L STk OTTOE esTZrusE OTErRSIE0050C | 00000000003 62
| 0076 ez 402 H0ZL S.xa_wuumsn_.. OOVERERZ 102 Y 00000000 005 ¢ s BTG
3 02625 G40 1639 ZG0ZL | OE62G G40 IETIE OE 508155 669 92 £0'000000 000 52 Ve URERURCad (10]Ek] B |5 | ¥
ggagpgﬁzgmﬂm
—|lojzceeazori] |2t eL | 008L8 141 P EE G0'09F 819 ¥ZT¥E 00'000°000°€05 05 Sl figir]| o
00510912€2501) | £6'69 00’586 €82 9L¥ YT DOZLY 051 ZLL 22 00000 000'000'SE -
[ bo's0E zs1 505 BEIL | DOPBO LBE LGB 1L DORYLLTE 255 00'00G'000 €05 51 _B_E,Ec 1 ” ” ” “
VON3dvE )
— [ O0rEsesieEr  [80991 00TZL Y626 | 00'000°000 002 e witd Hililel s
VONIdvE | 00'PT6 654 ZEL 80°991 00'€ZL C¥B 281 "000°000
Ypodvel opcoesizel 19009t ] =
00VBE 626428 | ¥EFIE oIy " N EI MG
0p009/E0I) | 1925 | 00009 10LZE 000 00°009'LDk 2L 00009 L1622
100000 91501, ¥r¥S | 0000089521 [ 00 00000895 Zh 0C'000 G0EZ usmeg T
G0'0BZ I/EEEL | 08951 | D0'00E 1E 6K 00'009 806 551 00001 Z9¥ £6E 00'020°000 05E by
OVONM3SSK | 00T 6EKOIE | cozaL | oo'vce oz 9oe 00'HIEIZIS6Z 0320119 00'029°190°965 Ty
i — [ooueer | L560b__ [ 0OFBR L6 bEY [ oosirineec [00'sLytesisy | 00'000' 0005y v e
i 00168 #2691 IG'E0L | 00'FB8 PLB L6¥ 186 O0BLVEES ISy T —
] — E—— | T
I —
(D0 ves savsez [J00tE__| 00'T68 pa0SLE 00CE06E020) | OUISRLYOTIS | 00000 00N ORI — S
00468 580522 J00CE | 00 ¥69'180'626 0D0EED 620 208 | 0 IeR WIS | 0000000005 | L
YOMIdvE Y e
4 L o S S =
| = i NNV ING ars NI NYINg MViNVING as - L m\
L LNONNWS YIEIA LIKN vEIS % mm:_.__. HYTWOr HYINNC Bdv-d 1304y \
[



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

77

Il

LANDHNNS ¥IEaX LNN

B1OZ Joquuasaq LE TYDONYL /S

BLOZ NVHVOONY NNHYL HIEWIr NILVYdNEYH
HYHIVA NYLYLYANId NYVIRRIINTd ISYSITVIY URp 1394WVL © dvidva

FEEYEC (1600) e 200108 (1Ec0) o

' ¥ 2ol
R NALYAEYY WAV NY LVcvoNd v ()



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

78



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 19 :

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka
ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbaingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
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24,

25.

33.

35.

36.

a7.

38.
39,

40.

41.

42,

43.

44.

45,

46.

47.

Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah
nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan
reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang
diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar n_ilai yang
ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan

- -ekonomi dan/atau nilai promotif.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegifatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batua._n
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik
Indonesiaan di bidang mineral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan ialan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan fidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang hurung walet.

Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga collocalia,
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia
linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut
wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah danfatau perairan pedalaman dan/atau laut,

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaluj perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, alau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan,
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48.

49.
50.

51.

52,

53.

55.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan
daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnva disingkat SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberilahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkoiaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutrya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
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(3)

(1)
)

(3)

. Pasal 76
Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

gzgk:;it;gaalg‘_lana dlrnaksgd pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan

yang wilayah k ‘!a"datang_é'lnl_dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan

Rt ki yah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
fi kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

l:e;entl.[an lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan dan Penetapan objek pajak
ebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77
Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.

E:?:tit atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai
ikut :

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak disampaikan dan
setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang
terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPOP dan SPPT ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 78

Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

)]
@)

Pasal 79

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. pemindahan hak karena :

1) jual beli;

2) tukar menukar;

3) hibah;

4) hibah wasiat;

5) waris;

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

26
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(3)

“)

(O]
(2)

(2)

8) penunjukan pembeli dalam lelang;

9) pelaksanaan putusari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;

11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau

13) hadiah.

. pemberian hak baru karena:

1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) diluar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

~0o ap op

hak milik;

. hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelolaan.

adalah objek pajak yang diperoleh:

a.

Subjek Paj

negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum;

. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain

dengan tidak adanya perubahan nama;
crang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 80

atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Paja
atau Badan

Dasar pen
Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
a.
b. tukar menukar adalah nilai pasar,
c.

d. hibah wasiat adalah nilai pasar;

yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 81

jual beli adalah harga transaksi;

hibah adalah nilai pasar;

27

ak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi

k Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi

genaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP.
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- Waris adalah njj; pasar;

pam.asukan dalam peseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar;
- Pemisahan hak Yang mengakibatka
- peralihan hak karena
Pelaksanaa
hukum tetap adalah nilaj pasar;

I pemberian hak bary 3 i j |
pemberian tas tanah s ebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah

o @a ™ o

N peralihan adalah nilai pasar;
N putusan hakim yang mempunyai kekuatan

pemberian hak bary atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- Penggabungan usaha adalah nilai pasar;

peleburan usaha adalah nilai pasar;
- pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- hadiah adalah nilaj pasar; dan/atau

- Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam
risalah lelang.

- x

o =9

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf n tidak

: diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang

digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya

perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi
-yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk

suamifistri, NPOP. Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

Pasal 82
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 83
Besaran pokok Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) setelah dikurangi Nilai

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4)

dan ayat (5).
Paragraf Ketiga
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 84

(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ditetapkan untuk :

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

28
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[2)

m

[21

@

@

£ Mibah adaiah sefak tanggal dibuat dan ditandatanganinga akiz;
d. hibah waslat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e. warns adalah s=jak Bnggal yang bersangkutan mendatarkan peralihan haknya ke
Kantor plgang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lalnnya adalah ssjak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. pemizahan hak yang mengakibatkan peralinan agalan sejak tanggal diouat dan
ditandatanganinya akia;

h. puiesan hakim adalsh sefak tanggal puhesan pangadilan yang mempunyal
k=kuatan hukum yang tetag;

|. pemoeran hak ban atas Tanzh ssbagal kelan|uian dar pelepasan hizk adalah
s2jak tanggal diertiEannya surst kepuiesan pemberian hak;

|. pembedan hak barg @ luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya
sural keputusan pemberian hak;

k. penggabungan usana adalah seak tanggal dibust dan dtansatanganinga akta;

I pelsburan usaha adalah sefak tanggal dioust dan otandatEnganinga akta;

m. pemekaran wsaha adalan sejak tanggal dbwat dan ditsndatanganimya akta;

n. hadlah adalah sejak fanggal dbuat dan ditandatanganinya akta; dan

0. lelang adalah s2|3k tanggal penunjukkan pemenang kelang.

Palak yang tenfang hans dilunasl pada s3at terjadinya penoishan hak ssbagalmana
dimaksud pada ayat [1).

Paragral Kesmpat

Penetapan

Pasal 5

Fenetapan pajak terutang diskukan dengan cars wajb pajak menghitung,
memperhiungkan dan menetapkan pajak tensangnya sendr dengan menggunakan
SPTPD.
SPTPD wallb dikl dengan |elas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wallb
palak.
SPTPD wallb disampalkan kepata pejabat yang benwenang.

Pasal B5

Pojabat Pembuat Akta TanahMotans hanya dapat menandatanganl akts
pemindahan Hak atas Tanah danatau Bangunan seeiah Wajlb Palak menyerahian
DUkt pembayaran pajak.

Kepala Kanir yang membldangl pelayanan slang Megara hamya  gapat
menandatanganl fisalah lelang Perolehan Hak atas Tanah fanatau Bangunan
satelah Wallb Pajak menyerahkan buktl pambayaran pajak.

Kepala kantor bigang pertanahan hamya dapat meiakukan pendataran Hak atas

Tanah 3tau pendattaran peraiihan Hak 3t Tanah satalah Wajlb Pajak menyerahian
buktl pembayaran pajak.
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Lampiran 20 : Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011

£

PERATURAN BUPAT! JEMBER

MOMOR 38 TAMUN 2011
TENTANG

TATA CARA PEMUMGUTAN
BEA PEROLEHAN .

HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNARN
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B MEMUTUSKAN :

jenclapkan - PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA
. PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN JEMBER

BAB |
KETENTUAN UMUM
' Pasal 1
§;gLam Peraturan Bupali ini, yang dimaksud dengan :

| Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur
penyelenggara pemerintah kabupaten.

;1 Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
11 Bupati adalah Bupati Jember.
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

5 Saluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkal SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaien Jember

i Dinas Pcndapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dmas Pendapatan
i Kabupaten Jember. o _.!

.i. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya dlsebut rgepa!a D}nas Jdalah Kepala ™.

. Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. T , 'L q' i |

‘I Kantor Pertanahan adalah Unit Kerja Badan Perta aian Nas1onal'yc nag melakukan
pendaftaran hak atas lanah dan pemeliharaan da tar umum pbnda taran tanah di
wilayah Kabupaten Jember.

# Pejabat adalah.pgjabat iyang benwenang mPngarfgkai dan memberhentikan Juru

{  sita Pajak, menerbitkan Strat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat

. Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita,

Pengundang J;\ Ll:ﬂ:; ng, Pembataian Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan
surat lain ! ‘yang, arluk n untik penagihan pajak daerah sehubungan dengan
PenangghngvPajak Ildak ‘melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut
peraturan ‘perundang-undangan yang berlaku.

0. Pejabal Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah PEJabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akla-akta otentik mengenai
"'perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas lanah atau hak milik atas satuan
rumah susun.

. PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya
untuk melaksanakan PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum
cukup terdapat PPAT.

2. PPAT Khusus adalah Pejabat Badan Peranahan Nasional yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan lugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu
khusus dalam rangka pelaksanaan program alau tugas Pemerintah tertentu.

. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan
seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan;

4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terulang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tlidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
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S

. Badan adalan sekumpulan crang dan/atau moedal y:anlg Imerupak_an kesatuan, baik
e L oogr prtrm by e [ - - (LAl S

Aann mel = Clal mnenu wsana gaiy hsipuu
persercan l2rbalas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan u;.ahadTlhmk
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BQMD) dengan namarki?n 3;"
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perk Ia?nn a.
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial DO!II!!(. atau _argam‘a;aji benru!-;
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan

usaha tetap.

. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan.

Perclehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan adallah perbuatan atau peristiwz
hukum dan penetapan hak yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tana
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak alas Tanah dan/atau Bangunan adslah hak atas tanah, tmmasukd hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan.

. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pemilik tanah/atau bangunan
meninggal dunia

Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas talrf_a_h dan/atau
bangunan cleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wa__s_lal.-'l yang berlaku
setelah pembaerl hibah wasiat meninggal dunia. /

2. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkal NJOP, é‘galah"nq_'rga rata-rata .
i ra wajar, dan pilamana tidak.. .-

4 o et |
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang lerjadi.

. -1, a“. Flie Ty e = o Lk
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukap mgl%l‘iﬁﬁp,erbaﬁqmgaq harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, ‘atau NJOP _pénggan_{r. -

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutiiya! disebut NPOP adalah dasar
pengenaan paja_k.. L

. Tahun Pajak '?E!a}a})..ia,nﬁké wlakh'J yang lamanya-1 ‘(salu} tahun kalender, kecuali

bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender. i

M. Masa Paja!k "?lpéllélf:\ jhr:\gl-:g'_é';wz'jkiu- 1 (satu) bulan kalender atau jangka waklu lain

yang diafur.dehgan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (figa) bulan kalender ,
yang menjadi dasér bagi waijib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

- Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besainya pajak yang ferutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah

surat yany oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah. '

Surat Pemberitahuan Pajak Terulang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat
yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kabupaten Jember untuk

memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib
Pajak;

Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah Nomor Identifikasi

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen,

dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan
desalkelurahan yang berlaku secara nasional. 5
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‘.

ﬁo. Basis data adalah kumpulan informasi obyek dan subyek Pajak Bumi dan
RAMI e Hade mamilidoas il Suglu wiayan  administras

i pemerintahan terlentu sera disimpan dalam media penyimpanan data.

J1. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(SSPD-BPHTB) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
terutang ke Kas Daerah melalui Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas
tanah dan bangunan.

g

S

. Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Bank
Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat
pembayaran lain yang dilunjuk Bupali untuk menerima pembayaran atau
penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak dan
memindahkan salde penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke
Kas Daerah Kabupaten Jember.

. u.aa.u

3 Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak meiunasi
 utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa,

mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan, ~ melaksanakan .

- penyanderaan, menjual barang yang lelah disita.

Penagihan Seketika - dan ~Sekaligus adalah tindakan' penagihan.. pajak yang
dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak-tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh ulé\'n_é( pajak dari semua
» jenis pajak, masa pajak, dan lahun pajak. [

=

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 5":1: isjiIrajnjlvl'll;'iy"a Qiﬁi:_';gl-iat SKPDKB;" -

adalah surat ketetapan bea yang menentukan basprriya jLirh'ia'n' pokck bea, jumlah
kredit bea, jumlah kekurangan ‘pembayaran; pokok bea)’ besarfiya sanksi

adminisiralif, dan jumlah bea yang masih harus dibaydr.

Surat Ketelapan Pajek Daerah Kurang Bayar I'I"a\rnbahan. yang selanjutnya
disingkat SKP KIBT., adalah surat ketetapan bea yang menentukan lambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapép ‘pajak yang-menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya alau
lebih Keqil.deﬁgan‘_jumléh kredit pajak atau pajak lidak terutang dan tidak ada kredit
pajak. i

-

-}

s

Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah sural ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

3. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

9 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
lerteniu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah ‘Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

. Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak

i Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembelulan,

| atau Surat Keputusan Keberatan.

11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
| Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keletapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar, Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
' Tambahan, Surat Keletapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
| Lebih Bayar, atau lerhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
i diajukan oleh Wajib Pajak.

6
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. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah ; i
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari sérta mengumpulkan bukti yang

_Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas .Ta"ah dan

Cimmen man coama anlan b dimabe .t PSR PR TR

Aad pisiEG fugtmeen ot CHMIN BTUTD, Soliin Sdue alpaiuduis oy
menenlukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan yang diberikan kepada Wajib Pajak

_Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan yang selanjutnya disebut SPMK-BPHTB.

_ Surat Teguran, Sural Peringalan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang

diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak
untuk melunasi utang pajaknya.

_ Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan

pajak:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yany dilaksanakan secara objeklif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan unluk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penelitian SPTPD-BPHTE dan SSPD-BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk

mencocokkan data dalam SSPD-BPHTB dengan data yang ada pada SF’TPE_)_- 5

BPHTR dan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan.

Penelitian Lapangan . SPTPD-BPHTB dan - SSPD-BPHTB adalah, serangkaian

kegiatan untuk mencocokkan data dalam SPTPD-BPHTB dan §_SPD-BPHTB
dengan keadaan di lapangan. . !

v i

‘serangkaian tindakan
dengan bukti itu membuat terang tindak piagn_a.-d,-h;da[‘,g P'E'fﬁ’ai'ak?if'- ‘daerah-yang
terjadi serta menemukan tersangkanya. 1 : :

Banding adalah banding sebagaimana dimaksus dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 19f3 lentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

. Putusan Banding adalal putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat uraian banding atau diéingkal SUB adalah Surat Bupati yang berisi jawaban
atas alasan bar’rg;_[mg yang diajukan oleh Pemohon Banding.

4 Peninjadan"Kémbali adalah pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang

telah diajukan banding yang isi putusannya tidak dapat diterima.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupali ini adalah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :
3, menciptakan tertib pemungutan pajak BPHTEB;
ib. meningkatkan kualitas pelayanan BPHTB.
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RITANG | iz

Pasal 4
Tata cara pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses kegial_an
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak. penentuan besarnya pajak
yang lerutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Waijib Pajak serla
pengawasan penyetorannya.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputic

a. Objek dan Subjek Pajak,

b. Dasar Péngenaan. Tarif, dan Cara Penghitungan EPHTE,

¢. Tata Cara pengurusan Akta Pemindahan Hak alas Tanah dan/atau Bangunan,

d. Tata Cara pembayaran BPHTB dan pengisian SSPD BPHTB:

e. Tala Cara penelitian SSPD BPHTB;

f. Tata Cara pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

g. Tata Cara pelaporan BPHTB;

h.Tata Cara penagihan BPHTB;

i. Tata Cara lelang;

j.. Tata Cara pengurangan BPHTE: .

k. Tata Cara pembetulan, pembal@lgn. pengurangan ketetapan da{'lll p{enghapusan
atau pengurangan sanksi administratif, Voa ]

|. Tata Cara pengembalian kelebihan pambay_airanj.-i i .

Tata cara pengurusan Akla Pemindahan _Hak,q’tps Ta_nalh'.‘dérﬁ{!:tgu __ganguﬁan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hun.Fg ¢l ai_:lal_ah...tqt’a carar penyiapan
rancangan Akta Paminqahpn”.l}:-{qk‘ala‘s_fl'ana,hl'Id'qfé,la'u_'_Barigunan sekaligus
penghitungan besar BPHTB terutang Wajib'Pajaki i’

Tala cara pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
adalah lata cara pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dengan mengduhakan SSPD-BPHTB.

Tata cara pehéii'ti,an-SSF' D-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
adalan lata cara validasi yang dilakukan SKPD atas kebenaran dan kelengkapan
pengisian §'._SPE)'BPHTE! dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

Tata.cara pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah proses pendaftaran atas
perolehan/peralihan hak kepemilikan lanah kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.

Tata cara pelaporan BPHTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah
tata cara pelaporan realisasi penerimanaan BPHTE dan Akta Pemindahan Hak.

Tata cara penetapan surat tagihan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan

surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah tata cara
penetapan STPD BPHTB, SKPDKB-BPHTB, SKPDKBT-BPHTB, SKPDLB-
BPHTB, dan SKPDN-BPHTB, serta surat teguran yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan.

Tata cara pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j
adalah tata cara penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan

BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Format formulir pengisian dan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.
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Pasal §

» (1) Sewiul pioses Kegialan pemungulan SPHTB tidak dapat diserahkan atau
L diborongkan kepada pihak ketiga.

-2) Penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir BPHTB, pengiriman surat-
surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data BPHTB dalam rangka proses
pemungutan BPHTB dapal dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai kelentuan
peraluran perundang-undangan.

i BAB IV
= NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 6

. pengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tansh dan Bangunan dipungul pajak alas
perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

- Pasal 7
‘(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan .
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. LA

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi : i

a. pemindahan hak karena :
1) jual beli; . F .
2) tukar menukar; B t L5
3) hibah;
4)  hibah wasiat;

5) waris;, ! o
6) pemasukan dalam persercan atau badan hukum lain;
7) p_é!m'r"sérj!:an hak yang mengakibatkan peralihan;
8) pé'né;kﬂjlﬁ'l-(én bémb'éfi dalam lelang;
9) . pelajsanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
_j,ﬂ)--'}ié};ggabungan usaha;
" 11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.

b. pemberian hak baru karena:
1) * kelanjutan pelepasan hak; atau
2) diluar pelepasan hak.

() Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. hak milik;

. hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan

- -

hak pengelolaan.
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Oblek pAjak yang Ichak dlkenakan Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan

aluh Ak :.lr-m'n
pedi Hafaiimiis.

a. negara unluk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

b. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum
lain dengan tidak adanya perubahan nama;

€. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
d. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Pasal 8

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Waijib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
alau Badan yang memnperoleh Hak atas Tanah danfatau Bangunan.

BEAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN BPHTB
Baglan Kesatu )
Dasar Pengenaan Pajak
Pasal 9

Casar pengenaan pajak adalah Nilai Perclehan Objek F'a;ak (NF’OP]
NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalaln Hal
jual beli adalah harga transaksi;

tukar menukar ada!ah nilai pasar‘
hibah adalah r;jlal pasar B
hibah wasiat adalah n||a|‘ pasar

warns adalah nilai pasar,
pemasulﬁan dalam peseman atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

pemlsahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
.- hikum tetap adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar,;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar,

Tea~0apgoe

penggabungan usaha adalah nilai pasar,
peleburan usaha adalah nilai pasar;
pemekaran usaha adalah nilai pasar,

hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang.

Dalam hal Nilai Perclehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada
NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada
tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam hal NJOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan
pada saat terutangnya pajak, NJOP-PBB dapat didasarkan pada Surat
Keterangan NJOP-PBB

=

°© 5 3

10
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ﬁlg} Surat Keterangan NJOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
rareial ssovantara

Slural Keterangan NJOP-FBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak alau instansi yang berwenang,

Besarnya NPOP Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah diletapkan sebesar Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Dglam_ hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat lermasuk suamifistri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Tarif dan Cara Penghitungan BPHTB
Pasal 10

rarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima
persen),

. . Pasal 11
sesaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tgmiang dihitung
jsngan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 'dengan dasar
wengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah dikurangi Nilai

7) dan ayat (8) dengan formulasi sebagai berikul.
BPHTB = 5% x (NPFOP-NPOFTKP)

i b PBABVLE, ¥
'TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
' Bagian Kesatu
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 12

1) Wajib ;;iajak'ln'r_ahgur'u's- Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Kepala Kantor yang
membidangi lelang negara sesuai kelentuan peraturan perundang-undangan.

;}--“'Ii‘PAT atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara melakukan penelitian
atas objek pajak yang haknya akan dialihkan.

Bagian Kedua
Pengisian SSPD BPHTB
Pasal 13
@Setiap wajib pajak wajib menghitung pajak yang terutang dan membayar sendiri
dengan menggunakan SSPD-BPHTB.

) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan
PPAT/PPATS/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Urusan
Piutang dan lelang Negara/Pejabat Lelang

} SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk
melakukan pembayaran/penyetoran BPHTB terulang dan sekaligus berfungsi
sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala
Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan
penelitian.

11

rerolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 9 ayat"
B R 4
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W R 22 plluigun pengisiall OO1'U-SIPMI D adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahken dan
Peraturan Bupati ini,

Pengadaan formulir SSPD-BPHTB diselenggarakan cleh Dinas Pendapatan dar,
disediakan di lernpat PPAT/IPPATS, Kantor Lelang, Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten dan Dinas Perdapatan I{abupaten.

§SPD-BPHTB sebagaimana dimzksud pada ayat (1) terdiri atas enam lembar
4 dengan perincian sebagai berikut :

ia. Lembar1 Untuk wajib pajak.
Eh_ Lembar2 Untuk Dinas Pendapatan dalam hal ini Bidang Penetapan
(sebagai lampiran permohonan penelitia1 SSPD-BPHTB).
¢ Lembar3d . Untuk Kantor Baden Pertanahan Nasioral (sebagai lampiran
permchonan pendaftaran).
d. Lembar4 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan (sebagai
arsip).
e. Lembar5 Untuk  PPAT/PPATS/Kanlar Lelang/Kantor Pertanahan

(sebagai arsip).

[ Lembar6 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan (sebagni
laporan kepada Seksi pembukua) dan Pelaporan pada Dinas
. Pendapatan).

Bagian Ketiga
Tempat Pombayaran Eﬂ Té' ok
Pasal 1 | ]
{Tempal pembayaran BPHTB dj @k ke*q aleb |v 1b oajak pada Bendanara
Penerimaan Dmas Pendapa,tan. 1 rnF uan.’alau ‘lempat lain yang

ditunjuk. <ty 1 _; | |
15aldo penenmaan BP TB Ipa|da ITfrppa Pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}d|p|r|.uc hkan'ke quemrg Kas'Daerah setiap hari l:erja.

lRekorsmahsqm * terhadap- penerimaan BPHTB pada tempal pembayaran
sebagarmang dimak ud. pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan
dan Bagl;ln Keuangan Sekretarial Kabupaten.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran BPHTB
Pasal 15

T8 yang terutang harus dibayar sebelum :
hiibel ool bl i d 3

fandatanganinya akta, dalam hal perolehan hak karena jual beli, tukar menukar,
tah, hibah wasiat sejak pemilik/penghibah meninggal dunia, pemasukan dalam
Mseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatk:.n
‘walihan, penggabungan usaha, pzleburan usaha, pemekaran usaha, atau
“iah;

Jkukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Masional
bupaten, dalam hal perolehan hak karena nelaksanaan putusan hakim atau
s;

ferbitkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah, dalam hal perolehan hak
s tanah karena penetapan hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari
pasan hak atau di luar pelepasan hak.

#lah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan piutang dan
*ﬁang Negara/Pejabat Lelang dalair hal perolehan hak karena lelang.
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Pasal 16

Rapiu pdjaniabasd WaLD  pajak satelan malakukan pembayaran memperolen
SSPD BPHTB lembar ke-1, lembar ke-3 dan lembar ke-5.

SSPD-BPHTB lembar ke-2 disampaikan oleh wajib pajak kepada Dinas
Pendapatan melalui Bidang yang menangani (sebagai lampiran permohenan
penelitian SSPD-BPIHTB).

SSPD-RPHTE lembar ke-3 disampaikan oleh wajib pajak kepada Kantor Badan
Pertanahan (sebagai lampiran permohenan pendaftaran).

SSPD-BPHTB lembar ke-4 Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan
(sebagai arsip).

SSPD-BPHTB Lembar ke-5 disampaikan oleh wajib pajak kepada
PPAT/PPATS/Kantor Lelang/Kantor Pertanahan, sesuai dengan jenis perolehan
objek pajak (sebagai arsip).

SSPD-BPHTB Lembar ke-6 Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan
(sebagai lampitan laporan kepada Dinas Pendapaten melalui Bidang yang
menangani).

Pasal 17

Dalam hal BPHTB yang-terutang nihil, wajib pajak tetap mengisi. SSPD- BPHTB
dengan keterangan nihil (SSPD-BPHTE Nihil). SSPD-BPHTE Nihil. ﬂ;lb diketahui
oleh PPAT/PPATS/Kepala Kantor Ie!annge;aba_l LeIang.’K:p‘L Kantor
Pertanahan Kabupaten,

SSPD-BPHTB Nihil lembar ke-2, lembar ke-4, dan ]embar ke 6 d;éampalkan ke
Dinas Pendapatan oleh waijib pajak.

Penyampaian SSPD-BPHTB ke Dinas Pendapa{an oleh wapb pa;ak dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 7 (tuluh) hari: sejak tanggal pembayaran atau
perolehan hak atgs tanah dan atau bangunan

I S

Paragraf kesatu
Pembnyaran melalui Bendahara Penerimaan
Pasal 18

Tata cara pembayaran BPHTE melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan :

3

Wajib Pajak menyerahkan SSPD-BPHTB yany telah diisi dengan keadaan yang

sebenarnya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan;

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan menerima SSPD-BPHTB berikut uang

pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak;

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan memeriksa pengisian SSPD-BPHTB

dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang

diterima dari wajib pajak;

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan mengesahkan dengan cara

menandatangani dan memberi stempel SSPD-BPHTB sebagai bukli pengesahan

atas pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh Wajib Pajak;

Pemeriksaan SSPD-BPHTB yang dilakukan oleh Bendahara Penerima Dinas

Pendapatan melipuli pekerjaan:

1). Memeriksa kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang
pembayaran yang diterima dari wajib pajak;

2). Mengesahkan SSPD-BPHTB dengan membubuhkan tandatangan dan stempel.

Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 3 dan 5) kepada wajib pajak, sedangkan

lembar 2, lembar 4 dan lembar ke 6 disimpan untuk arsip dan sebagai laporan; -

13
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semua Ilasu penarmaan yang dslersr’n oleh Bemhhara Penerima Dinas
Pandanalan waiih dicetar ba Wne Mane SRR e e e - A e g g

menggum«an Sural Tanda Solur (STS} yang dllandatanganl oleh pejabal yang
berwenang

Paragraf kedua
Pembayaran melalui Bank yang ditunjuk
Pasal 19

Tala cara pembayaran BPHTB melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupali :

Waijib Pajak menyerahkan SSPD-BPHTB yang telah diisi dengan keadaan yang
sebenarnya kepada Bank yang ditunjuk cleh Bupati;

Bank yang ditunjuk oleh Bupati menerima SSPD-BPHTB berikut uang pembayaran
BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

Bank yang ditunjuk oleh Bupati Memeriksa kelengkapan pengisian SSPD-BPHTB
dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang
diterima dari wajib pajak;

Bank yang ditunjuk oleh Bupati mengesahkan dengan cara menandatangani dan
memberi stempel SSPD-BPHTB sebagai bukti pengesahan atas pembayaran
BPHTO yang dilakukan oleh Wajib Paiak;

Pemeriksaan SSPD-BPHTB yang dilakukan oleh Bank yang dllunjulk oleh Bupati

meliputi pekerjaan: i

1). Memeriksa kesesuaian besaran nilai BPHTB tcrul_gng’-"dehgan uang
pembayaran yang diterima dar wajib pajak; ) h

2). Mengesahkan SSPD-BPHTB dengan membubuhkan. landalang'an'dan stempel.

Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 3 dan 5) Bepada wajib pa;ak sedangkan

lembar 4 disimpan untuk arsip dan lembar ke 2 dan lembar ke 6 disampaikan ke

Dinas Pcndapatan sebaga1 Iaporan

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BEFHTB
Pasal 20

Wajib Pa]ak selelah menerima SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 dan pasal 19, harus menyampaikan permohonan penelitian SSPD-
BPHTB kepada bidang yang menangani pada Dinas Pendapatan dengan mengisi
formulir yang telah disediakan.

Bidang yang menangani sebagaimana ayat (1) dapat melakukan penelitian
SSPD-BPHTB yang sudah tertera pengesahan penerimaan pembayaran SSPD-
BPHTB oleh bendahara penerima Dinas Pendapatan atau oleh Bank yang
ditunjuk.

Penyampaian permohonan penelitian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung yang terdiri dari :

a. Surat kuasa dari wajib pajak ( dalam hal di kuasakan );

b. SSPD-BPHTB yang telah ditandatangani oleh Bendahara Penerima / Bank
yang ditunjuk;

Kuitansi transaksi juai beli (bermateran cukup)

fotokopi  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan
Bangunan untuk tahun perolehan hak;

e. dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) belum terbit dapat
digantikan dengan keterangan NJOP dari instansi terkait;
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{ lolokepr Surat Tanda Terima Seloran (STTS/TTSYStruk  ATHY by
pEmne e DI Dan Jan uogeoaiiousll PElibdyaran Fajak sumi dan
Bangunan lainnya atau surat keterangan lunas Pembayaran PBB dari Kepala
Desa/Lurah alas tanah danfatau bangunan yang diperoleh haknya untuk 5
tahun terakhir dalam hal tidak bisa menunjukkan STTS/TTS;

fotokopi identitas kuasa waljib pajak (dalam hal di kuasakan);

h. folokopi identitas wajib pajakipembeli (dapat berupa Kartu Tanda
Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Pasport/Akte Kelahiran;

I fotokopi -identitas  wajib pajakipenjual (dapat berupa Kartu Tanda
Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Pasport/Akte Kelahiran);

J- fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal
transaksi waris;

k. fotokopi bukti kepemilikan tanah/hangunan atau sertifikat objek perolehan hak;

Pasal 21
Dalam hal kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) telah

terpenuhi,  Dinas Pendapatan dalam hal ini bidang -yang menangani_ -

menindaklanjuti dengan:

a. mencocokkan NOP' yang dicartumkan dalam SSPD-BPHTB derigan NOP
yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Ta__nda;"reri'Tna Setoran
(STTS)/bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;. il

b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi-yang dicantymkan, dalam SSPD
BPHTB dengan NJOP burmi per meter persegi pada Basis Data PBB:

¢. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dican'ulj_mka'n dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan pen meter persegi. pada Basis Data
PBB; PR -
d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP,
_NPOPTKP, tarif, pgng§néan atasjobjek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang
" terutang, q'anE;PHTa yanig harus dibayar; dan
e. menelii kebénaran penghitungan BPHTB yang diselor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri;
Setelah semua inforrmasi objek pajak dalam SSPD-BPHTB sesual dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Eidang yang menangani
mensahkan dengan cara membubuhkan landa tangan dan stempel pada Formulir
Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang telah diteliti.

Menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 3 dan 5) kepada wajib pajak, sedangkan
lembar 2 disimpan untuk arsip.

Pasal 22

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilanjutkan dengan
penelitian lapangan SSPD-BPHTB apabila diparlukan,

Kriteria penelitian lapangan SSPD-BPHTB dalam hal :

a. apabila terdapat perbedaan data anlara SSPD-BPHTB dan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan;

b. terdapat bangunan yang belum masuk dalam SPPT-PBB.

Hasil penelitian lapangan SSPD-BPP{TB'gebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD-BPHTB dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj,

15
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i Pasal 24
<Terhadap SSPD-BPHTB yan3 ' ‘ah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
masih dapat diterbitkan :
5 SKPDKB apabila berdas--  pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
BPHTB terutang kurang .. I
b. SKPDKBT apabila diter ~ 1 data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyek: -~ 1 penambahan jumlah pajak yang terutang setelah
diterbitkan SKPDKB;
¢. STPOD apabila pajak yar tang lidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksgan -
terhadap SSPD-BPHTB - ~at kekurangan pembayaran BPHTB sebagai-akibat.
salah tulis danfatau salst- - .ag, atau wajib pajak dikenakan sanksi-administratif
berupa denda dan/atau b .. e L R
£t
BAB VI <iii k. R
CARA PENAGIHAIN'
Pasal 25 b
11} Tindakan pe'laksanaén peo nan diawali dengér'; '_péher'bitan Surat Teguran oleh
Pejabat atau Kuasa yang ‘uk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak
saal jatuh tempo pembay ="
[2) .~ Dalam ian_gkj \IN' K7, (. ari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat
~ teguran alau surat laini - sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang.” i 7S
[3) Apabila jumlah pajak vy clum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan ¢ 1 sural peringatan atau surat teguran atau surat lain
yang sejenis, Kepala Dinz-  -ndapatan menerbitkan surat paksa setelah lewat 21
“(dua puluh satu) hari ker;a ° ~jak surat peringatan atau surat teguran alau surat
lain yang sejenis.
(4) Sural Teguran sebagaimz.i = dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap

il

waktu :

Pasal 23
ilaa UHUapaiEn art s nyelesaikan penelitian $5PD-BPHTB dalam jangka
paling lama 1 (salu) ~. :erja sejak tanggal diterimanya SSPD-BPHTB dalam

hal tidak memerlukar - slitian lapangan SSPD-BPHTB;

b. paling lama 5 (lima) i - <erja sejak tanggal diterimanya SSPD-BPHTE dalam

hal memerlukan penc... 1 lapangan SSPD-BPHTE;

3

Penangyung Pajak yang ‘ah disetujui untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajaknya.

Pasal 26

Penagihan pajak dapat ¢ - “an seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh
tempo pembayaran sebagaimiuna dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), apabila:

a. Wajib Pajak atau pendn, -ung pajak akan meninggalkan Republik Indonesia

untuk selama-lamanya &= o berniat untuk itu;

Waijib Pajak atau penanczung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau
dikuasai dalam rangka .gher}tikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan
atau pekerjaan yang diizt.«xan di Rapublik Indonesia;

terdapat tanda-tanc= 2ahwa Wajib Pajak atau penanggung pajak akan
membubarkan badan - 3hanya atau menggabungkan usahanya atau
memekarkan usahanye "SU memindahtangankan perusahaan yang dimiliki
atau dikuasainya atau = sukan perubahan bentuk lainnya;

16
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Lampiran 21 : Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2014

BUPATI JEMBER

SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 38 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya
Bagian Kesebelas tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor 38
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Jember

Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, khususnya
ketentuan mengenai Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
perlu ditinjau kembali dan dirubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2
tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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Menetapkan :

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

25, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2008 Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2011 Nomor 3);

29. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011

Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI JEMBER NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN

BANGUNAN.
PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 38
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011

Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf f diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Wajib Pajak setelah menerima SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 dan 19, harus menyampaikan
permohonan penelitian SSPD BPHTB kepada bidang yang
menangani pada Dinas Pendapatan dengan mengisi formulir
yang telah disediakan.

(2) Bidang yang menangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat melakukan penelitian SSFD BPHTB yang sudah tertera

pengesahan penerimaan pembayaran SSPD BPHTB oleh

Bendahara Penerima Dinas Pendapatan atau oleh Bank yang

ditunjulk.
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(3) Penyampaian ~ permohonan

penelitian SSPD  BPHTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen
pendukung yang terdiri dari :

a.
{of

e

k.

. Fotocopy

Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
SSPD BPHTB yang telah ditandatangani oleh Bendahara
Penerima/ Bank yang ditunjuk;

_ Kuitansi transaksi jual beli (bermaterai cukup};
. Fotocopy Surat

Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun perolehan hak;
Dalam hal Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT)

. belum terbit dapat digantikan dengan keterangan NJOP dari

instansi terkait;
Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) / Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) / Struk ATM Bank bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / bukt
pembayaran PBB lainnya atau Surat Keterangan Lunas
Pembayaran PBB dari Dinas Pendapatan atas tanah
dan/atau bangunan yang diperoleh haknya untuk lima
tahun terakhir dalam hal tidak dapat menunjukkan
STTS/SSFPD PBB;

identitas kuasa wajib pajak (dalam

dikuasakan);

hal

. Fotocopy identitas wajib pajak / pembeli dapat berupa Kartu

Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Passport/Akte
Kelahiran);

Fotocopy identitas wajib pajak / penjual dapat berupa Kartu
Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Passport/Akte
Kelahiran);

Fotocopy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan
Keluarga, dalam hal transaksi waris; dan

Fetocopy bukti kepemilikan tanah/bangunan atau sertifikat
objek perolehan hak.

2. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 52

(1) Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahuiu
dengan utang pajak daerah lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan
pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan
dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak
atas nama Wajib Pajak lain yang ada hubungan hukum dengan
Wajib Pajak.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan pemindah bukuan.

102


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

	1. COVER
	2. BAB 0
	3. BAB 1
	4. BAB 2
	5. BAB 3
	6. BAB 4
	7. BAB 5
	8. DAFTAR PUSTAKA
	9. Daftar Lampiran

